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a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis 

pembangunan Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai, 

maka perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang menetapkan 

prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 

(lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan 

taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan 

misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka perlu 

dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis 

Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

menyebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala 

Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018-

2023; 
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2756 ) dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9);sebagai Undang-Undang (LN 72, 

TLN 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Tanah Laut  

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2008 Nomor 11); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 -2023 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2); 

 

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan 

 

: 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-

2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah 

Laut dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Tanah Lautuntuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat 

dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah 

dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanah 

Lautuntuk periode 1 (satu) tahunan. 

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 

(satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh 

anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang 

dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat 

Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan 

tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber 

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau 

kesemua jenis sumber daya tersebut. 

12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan 

program dan kebijakan. 

13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran 

strategis dan tujuan telah ditetapkan. 
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BAB II 

KEDUDUKAN RENSTRA SKPD 

 

Pasal 2 

 

(1) Renstra Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran 

dari RPJMD Tahun 2018-2023. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja 

SKPD. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA RENSTRA SKPD 

 

Pasal 3 

 

(1) Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

BAB IV : TUJUAN DAN SARAN 

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

BAB VII  KINERJA PENYELENGGARAAN 

BIDANG URUSAN 

BAB VIII : PENUTUP 

(2) Isi beserta uraian Renstra SKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini meliputi SKPD Kabupaten Tanah 

Laut yaitu : 

1. Sekretariat Daerah. 

2. Sekretariat DPRD. 

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  

4. Dinas Kesehatan.   

5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan.  

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  

7. Dinas Perhubungan.  

8. Dinas Komunikasi dan Informatika. 

9. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup. 

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan  Perempuandan 

Perlindungan Anak. 
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12. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. 

13. Dinas Sosial. 

14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan. 

15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  

16. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran. 

17. Badan Pendapatan Daerah. 

18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  

19. Inspektorat Kabupaten.  

20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber    

Daya Manusia. 

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu. 

22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.  

24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

25. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.  

26. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Perkebunan.  

27. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.  

28. Dinas Pariwisata.  

29. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.  

30. Kecamatan Pelaihari.  

31. Kecamatan Tambang Ulang.  

32. Kecamatan Kurau.  

33. Kecamatan Bati-Bati.  

34. Kecamatan Batu Ampar.  

35. Kecamatan Panyipatan.  

36. Kecamatan Takisung.  

37. Kecamatan Jorong.  

38. Kecamatan Kintap.  

39. Kecamatan Bajuin.  

40. Kecamatan Bumi Makmur.  

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal  18 April 2019 
 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

       H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 18 April 2019 
 

  SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

  H. SYAHRIAN NURDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 24 

 

 

 


